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Tesisini membahas mengenai proses pembuktian suatu perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan
Indonesia dengan menganalisa Putusan MA No. 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016. Apakah putusan yang
membatalkan putusan KPPU tersebut telah tepat. Serta konsekuensi hukum yang dapat terjadi akibat
pembatalan suatu putusan KPPU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif terhadap hukum persaingan usahatertulis maupun tidak tertulis. Putusan di tingkat keberatan dan
kasas tidak sepenuhnya tepat dengan menyatakan bahwa perjanjian yang dianggap melanggar Pasal 5 ayat
(1) tersebut tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tidak terpenuhinya
syarat subyektif tidak serta merta mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, melainkan dapat diminta
untuk dibatalkan oleh para pihak. Lebih tepat apabila Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai
syarat obyektif berupa sebab yang halal mengingat pihak dalam perjanjian tersebut tidak berhak menentukan
harga. Serta dengan menekankan pertimbangan pada fakta bahwa perjanjian tersebut jugatidak dilaksanakan
oleh paraterlapor. Asosiasi Hiswana menginisiasi kesepakatan tersebut untuk menampung aspirasi para
agen dan kemudian disampaikan kepada Pertamina sebagai price regulator unutk melakukan evaluasi harga.
Lebih lanjut, tuduhan KPPU dalam perkaraini tentu akan berdampak pada namabaik perusahaan. Sebagai
hukum publik, hukum persaingan usaha |ndonesia memerlukan lembaga rehabilitasi bagi pelaku usahayang
tidak terbukti melanggar hukum persaingan usaha. Selain itu, untuk menciptakan suatu kepastian hukum,
apabiladi kemudian hari terjadi perbuatan yang sama oleh pelaku usaha, KPPU tidak lagi dapat menilai
bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
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This thesis examines the authentication process of prohibited agreement in competition law of Indonesia by
reviewing Supreme Court Decision No. 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016. Whether the abovementioned decree has
been correct. Aswell asthe legal consequences that may arised by nullification of KPPU Decision. The
method of this research will be juridical normative against written and unwritten competition law. The
appeal and cassation decision are not correct by declaring that the respected agreement has not met the
subjective requirements as mentioned in Article 1320 Civil Code. Unfulfillment of subjective requirements
does not necessarily make the agreement becomes null and void but may be cancelled by request of the
parties. It would be more appropriate if the Concil of Judges has also taking into account the objective
requirementsin the form of lawful purpose considering that the parties involve have no right to determine
the price. Aswell asto consider the fact that the price in such agreement has not implemented by the
defendants. Hiswana Association has initiated such agreement to accommodate the aspirations of agents
until then submitted to Pertamina as the price regulator to evaluate the price. Furthermore, KPPUs
accusation in this case certainly will affect the corporate reputation and image of the business actors. Asa
public law, competition law of Indonesia does necessitate rehabilitation institution for suspected business
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actors that lawfully not proven to violate competition law. Moreover, in order to create certainty of law, in
the event of the business actors perform an identical actions, KPPU may not judge such action as breaking
the Law No. 5 Year 1999 anymore.



